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Perkembangan Covid-19 Dunia Perkembangan Covid-19 Indonesia

TIGA TAHUN PANDEMI COVID-19: BERBAGAI KEBIJAKAN EXTRAORDINARY 

MAMPU MENGENDALIKAN PENULARAN DAN MENOPANG PEMULIHAN

3 - 20 Juli 21
PPKM Darurat

Jawa & Bali

11 Jan 21
PPKM

Jawa-Bali

31 Mar 20 
PSBB

9 Feb 21
PPKM 
Mikro

21 Juli 21
PPKM Level 1-4  berdasarkan
asesmen di tingkat kab/kota

1 Jan 23 
Pencabutan 

PPKM

 Implementasi extraordinary policies: UU No.2/2020 & Program PEN →

Penanganan pandemi

Indonesia mendapat

pengakuan internasiona l

Sumber: Worldometer & Kemenkes RI

Kebijakan extraordinary berhasil mendukung

pengenda lian pandemi, memulihkan ekonomi, & memberi

banta lan bagi masyarakat serta dunia usaha terdampak

Pandemi Covid-19 dunia

semakin terkendali, 
restriksi terus longgar



HARGA KOMODITAS GLOBAL MASIH VOLATIL, NAMUN MULAI MENURUN
Moderasi harga mulai terjadi, didorong perbaikan supply dan ekspektasi pelemahan ekonomi global

Disrup

si

supply

Tensi

geopolit
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Tantangan

pemulihan

ekonomi pasca

pandemi

Lonjakan harga komoditas

Sumber: Bloomberg per 19 Januari 2023 5
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• Awal 2022: $3,8

• Peak 2022: $9,7 atau 155% 

ytd

• EoP 2022: $4,5 atau 18%

• 19 Jan 23: $3,6

• Awal 2022: $157,5

• Peak 2022: $457,8 atau 191% 

ytd

• EoP 2022: $404,2 atau 157%

• 19 Jan 23: $371,2

• Awal 2022: $78,4

• Peak 2022: $133,9 atau 71% 

ytd

• EoP 2022: $85 atau 8%

• 19 Jan 23: $84,8

• Awal 2022: $1.266,5

• Peak 2022: $1.569 atau 24% 

ytd

• EoP 2022: $1.524 atau 20%

• 19 Jan 23: $1.526,9

• Awal 2022: $758

• Peak 2022: $1425,3 atau 88% 

ytd

• EoP 2022: $792 atau 4,5%

• 19 Jan 23: $743,3

• Awal 2022: $1253,2

• Peak 2022: $1926,9 atau 54%

ytd

• EoP 2022: $915,4 atau  -27%

• 19 Jan 23: $888,8
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Inflasi tertinggi
sejak 1981

Inflasi tertinggi
sejak 1997

Inflasi tertinggi
sejak 1981

TEKANAN INFLASI TINGGI, MEMICU PENGETATAN MONETER 
AGRESIF
Inflasi di negara maju bahkan mencapa i rekor da lam beberapa dekade terakhir

Inflasi (%, yoy) Suku bunga acuan (%)

Sumber: Bloomberg, 19 Jan 2023
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Upside risks:

• Moderasi harga komoditas

• Relasasi restriksi Covid-19 di Tiongkok

• Penguatan pemulihan di beberapa negara Asia   (i.e. 

India & ASE AN-5)

Downside risks:

• Peningkatan tensi geopolitik

• Inflasi globa l yang persisten

• Pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS , dan Eropa

• Policy space yang semakin sempit (fiska l dan moneter) 

• Penguatan Dolla r AS yang masih berlanjut

TEKANAN INFLASI YANG TINGGI & LIKUIDITAS YANG KETAT MENDORONG 
PELEMAHAN OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
Proyeksi pertumbuhan globa l semakin direvisi turun meskipun India dan ASE AN-5 diproyeksikan relatif resilien
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PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TERUS MENGUAT DI TENGAH 
KETIDAKPASTIAN GLOBAL
Namun, moderasi diperkirakan terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan melemahnya kinerja pertumbuhan global

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)
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Ekspor

Pertumbuhan Tahunan Per Komponen Pengeluaran (%)

Konsumsi menguat signifikan
didukung stabilitas harga, keberlanjutan

pemulihan ekonomi, serta program 

perlinsos

Investasi cenderung moderat, 
pelaku usaha masih wait and see atas

perkembangan risiko ekonomi dunia

Ekspor tumbuh kuat
didukung daya saing

produk ekspor nasional

dan permintaan dunia 

akan produk-produk

unggulan

Dampak risiko global 
perlu terus diwaspadai, 

terutama terhadap ekspor

dan investasi

proyeksi
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PEMULIHAN EKONOMI 
TERJADI DI SEMUA SEKTOR 
(BROAD-BASED)
Sektor akomodasi mamin sudah mampu bangkit dari
pandemi & tumbuh double digit

PERTUMBUHAN SISI PRODUKSI (%, YOY)

LEVEL PDB RIIL TERHADAP 2019 (%)
2020 dan 2021 tahunan, 2022 Q1-Q3 kumulatif
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▪ Kebijakan stabilisasi harga
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absorber

INFLASI DOMESTIK TERKENDALI 
Didukung implementasi kebijakan

terukur & penguatan sinergi

Sumber : BPS (data diolah)
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KEBIJAKAN FISKAL BEKERJA KERAS, RESPONSIF, & FLEKSIBEL DI MASA 

PANDEMI 
Mengenda likan Covid-19, mengakselerasi pemulihan dan mendukung reformasi

2020

EXTRAORDINARY POLICY

2021

PANDEMIC HANDLING & 

RECOVERY

2022

ACCELERATE RECOVERY 

& REFORM POLICY

2023

HIGH QUALITY FISCAL  

CONSOLIDATION

• Perpu No.1/2020 →

UU No.2/2020

• Stimulus penanganan

Covid- 19 dan Program 

PE N

• Pelebaran defisit APBN

melebar 6,34% PDB

• Fokus penanganan

pandemi (vaksinasi & 

protokol kesehatan)

• Pemulihan ekonomi mela lui

PE N yang fleksibel dan 

akutabel

• Momentum reformasi (UU 

HPP, UU HKPD)

• Penguatan penanganan 

pandemi (akselerasi 

vaksinasi untuk mencapa i 

kekeba lan komunal)

• Mengakselerasi pemulihan

ekonomi (keberlanjutan

PE N)

• E fektivitas reformasi

• Mengemba likan defisit

maksimal 3%  PDB

• Primary balance menuju

positif

• Debt ratio diupayakan

menurun

• Risiko utang terkenda li
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PENDAPATAN NEGARA
Recovery lebih cepat dan harga komoditas mendorong
peningkatan pendapatan negara

APBN 2022: KINERJA SANGAT BAIK SEJALAN PEMULIHAN EKONOMI.
BERFUNGSI OPTIMAL SEBAGAI SHOCK ABSORBER. MENJADI PONDASI 
KUAT UNTUK 2023.

13

BELANJA NEGARA
Tumbuh positif untuk mengendalikan pandemi, meredam 
gejolak global dan mendorong pemulihan

PEMBIAYAAN UTANG (NETTO)

Dapat ditekan sejalan dengan pengendalian risiko yang 
semakin baik

DEFISIT APBN
Realisasi 2022 sebesar 2,38% PDB, menjadi fondasi 
konsolidasi fiskal tahun 2023



APBN 2023: OPTIMIS DAN WASPADA
Ditengah risiko tekanan geopolitk, ancaman resesi, dan persiapan Pemilu 2024

OPTIMIS: KINERJA POSITIF PEREKONOMIAN
1. Pemulihan ekonomi menguat

2. Sektor strategis ekspansif 

3. Kinerja konsumsi, investasi, & neraca perdagangan 

membaik

4. Laju inflasi moderat

5. Kinerja APBN 2022 sangat positif 

1. Perlambatan ekonomi global

2. Tensi geopolitik mengganggu sisi suplai 

3. Pengetatan kebijakan moneter global agresif

4. Scarring effect dampak pandemi

Modalitas:

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI 

EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

APBN SEBAGAI SHOCK ABSORBER

1. Mengenda likan Inflasi, menjaga daya 

beli

2. Menjaga momentum pemulihan 

ekonomi

3. Menjaga APBN tetap sehat

1. Mendukung efektivitas reformasi fiska l

2. Mendukung sentra  ekonomi baru dan 

pemerataan pembangunan

3. Menjaga terlaksananya program prioritas

MITIGASI RISIKO YANG LEBIH SOLID MENJAGA MOMENTUM 

TRANFORMASI EKONOMI1. Mengenda likan defisit dan utang

2. Menyediakan buffer dan fleksibilitas APBN

3. Bauran kebijakan fiska l, moneter & sektor 

keuangan
4. Mengenda likan risiko utang

WASPADA: RISIKO KETIDAKPASTIAN
TINGGI

14



APBN 2023 DISUSUN DENGAN SEMANGAT OPTIMISME PEMULIHAN

DAN TETAP ANTISIPATIF TERHADAP GEJOLAK EKONOMI GLOBAL

15

❑ Target Pendapatan Negara memperhitungkan moderasi

harga komoditas dan penerimaan yang tidak berulang

(a.l.PPS)

❑ Alokasi belanja negara diarahkan mendorong

produktivitas dan melindungi masyarakat:

▪ Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya

beli masyarakat (a.l.subsidi energi& kompensasi)

▪ Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan

❑ Strategi Pembiayaan anggaran mengantisipasi

tantangan volatilitas pasar keuangan global, risiko

peningkatan biaya utang serta selesainya SKB BI



Perkembangan Perekonomian Global 
dan Domestik

01

02
Capaian APBN 2022 & Kerangka APBN 
2023

03
Reformasi & Arah Kebijakan
Perpajakan

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INSENTIF PERPAJAKAN BERPERAN BESAR DALAM 
MENGAKSELERASI PEMULIHAN PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 
YANG TERDAMPAK PANDEMI

17

Ag

s
JulAprMar

Insentif Pajak PMK-23 Insentif Pajak PMK-86 

sektor eligible bertambah

Insentif Pajak PMK-44 

sektor eligible bertambah

Insentif Pajak PMK-110 

sektor eligible bertambah

Jan Mar

Insentif Pajak PMK-9 sektor

eligible bertambah

PPnBM DTP Kendaraan

Bermotor

PPN DTP Perumahan

2020 2021

Jul

Insentif Pajak PMK-82 

sektor eligible berkurang

Jan

PPN DTP Perumahan

Nila i DTP berkurang

PPnBM DTP 

Kendaraan Bermotor

Jenis kendaraan yang 

diberikan insentif

berkurang

Periode jenis insentif dan sektor eligible meningkat

untuk mendorong pemulihan ekonomi

Jun

2022

Periode tapering insentif sejalan

dengan pulihnya ekonomi

▪ Eva luasi dilakukan secara berka la untuk

memutuskan cakupan, masa berlaku, serta jenis

insentif pa jak

▪ Mulai tahun 2022, beberapa jenis insentif

diberikan secara permanen mela lui UU HPP 

(penyesua ian threshold Penghasilan Kena Pa jak

WP OP dan UMKM dengan omzet s.d. Rp500juta 

tidak dikenakan pa jak) dan PMK-209 

(peningkatan threshold restitusi dipercepat)

▪ Insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor 

mampu mendorong penjualan mobil, dimana 

secara wholesale dan ritel tumbuh masing-masing 

66,5%  dan 49,5%  (yoy) pada periode Jan s.d. Nov 

2021.

▪ Adapun untuk insentif PPN DTP 

Perumahan berdampak terutama pada 

peningkatan penjualan rumah tipe besar

Dukungan untuk mengakselerasi permulihan ekonomi juga diberikan mela lui insentif perpa jakan regular (non PE N) mela lui

kebijakan belanja perpa jakan dimana sebagian besar diberikan kepada subjek pajak rumah tangga dan ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Insentif Pajak PMK-3 jo PMK-

114/2022 

▪ Sektor eligible berkurang

▪ Jenis fasilitas berkurang

(sebagian dijadikan permanen

mela lui UU HPP dan PMK-209)

▪ Perluasan dan perpanjangan

PMK-3 mela lui PMK-114/2022

17
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Pajak Kepabeanan dan Cukai Pertumbuhan (%)

PENERIMAAN PERPAJAKAN TERUS TUMBUH DAN MENUNJUKAN PEMULIHAN 

PASCA PANDEMI
Pemulihan ekonomi, tingginya harga komoditas, dan reformasi perpajakan turut mendorong penerimaan perpajakan

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
(Rp Triliun)

RASIO PERPAJAKAN DAN TAX BOUYANCY 

PPh Final 
UMKM 1%

Peningkatan PKP 
PPN (Rp600 Jt→

Rp4,8 M)

Kenaikan PTKP: Rp36 Jt,
Reinventing policy & Revaluasi Aset

Kenaikan PTKP: Rp54 Jt

Tax Amnesty

PPh Final 
UMKM 0,5%

Penurunan tarif 
PPh Badan 22%

Peningkatan 
tarif PPN 11% 

dan PPS
PPN PMSE

▪ Realisasi perpajakan
berfluktuatif mengikuti
dinamika perekonimian, 
terutama harga komoditas;

▪ Tahun 2020, perpajakan
turun signifikan akibat
pandemi, namun tumbuh
positif tahun 2021 seiring
pulihnya perekonomian;

▪ Tahun 2022, didukung oleh 
pemulihan ekonomi yang 
semakin baik, kenaikan
harga komoditas, serta
pelaksanaan reformasi 
perpajakan, penerimaan
perpajakan tumbuh hingga
31,4%;

▪ Seiring dengan moderasi
harga komoditas, 
merupakan tantangan
dalam mencapai target 
penerimaan perpajakan. 
Untuk itu reformasi perlu
terus diperkuat.
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REFORMASI PERPAJAKAN PERLU TERUS DILANJUTKAN UNTUK 
MERESPON BERBAGAI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

19

MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Pertumbuhan Ekonomi
yang  Tinggi

❖ Mendorong investasi dan  
pencipataan lapangan kerja

❖ Mendorong kemudahan

berusaha

Basis Pajak yang Kuat
dan  Makin Merata

❖ Konsumsi tumbuh

❖ Pendapatan Per Kapita

Masyarakat semakin tinggi

APBN yang Sehat dan
Berkelanjutan

❖ Penerimaan Negara memada i

❖ Risiko APBN rendah dan rasio
utang terjaga

19

▪ Administrasi perpajakan yang lebih simple dan efisien

▪ Menjamin kepastian hukum perpajakan

▪ Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal

▪ Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian

termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi

▪ Mengikuti tren dan best practice perpajakan global

▪ Kepatuhan pajak yang tinggi

▪ Memperluas basis pajak

▪ Menjawab tantangan competitiveness

▪ Insentif terukur, efisien, adaptif dengan dinamika perpajakan global

▪ Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan 

menyerap tenaga kerja

▪ Mengurangi distorsi dan exemption berlebihan

▪ Memperbaiki progresivitas pajak

Reformasi Kebijakan Reformasi Administrasi



IMPLEMENTASI UU HPP TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF 
DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

20

1
Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP)

2

3
Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN)

4 Program Pengungkapan

Sukarela (PPS) Jan – Jun 

2022

Berlaku tahun pajak 2022

Berlaku mula i 1 April 2022

Dampaknya berupa peningkatan jumlah WP

(a.l. NIK menjadi NPW P)

▪ Tarif PPN menjadi 11% , 

▪ Mempertahankan fasilitas existing pembebasan

PPN: a.l. barang kebutuhan pokok, jasa

kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan

sosia l

▪ Penambahan fasilitas atas barang/jasa yang 

semula non BKP /JKP menjadi BKP /JKP

Rea lisasi PPS 2022 Rp61,0 T

Dampak terhadap

penerimaan pajak

terdapat time lag 

(tidak langsung)

Berdampak

langsung ke

penerimaan

perpa jakan

Pajak Penghasilan (PPh)

5 Barang Kena Cukai (BKC) 

Baru Cuka i Produk Plastik dan Minuman

Berpemanis Da lam Kemasan

▪ Penyesua ian threshold Penghasilan Kena Pa jak WP 

OP dan UMKM dgn omzet s.d. Rp500 juta tdk

dikenakan pa jak

▪ Penyesua ian bracket tarif PPh OP (dari 4 menjadi 5):

✓Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif 35%

✓Penghasilan di bawah Rp60 juta tdk dikenakan

pajak (sebelumnya di bawah Rp50 juta)

▪ Tarif PPh Badan tetap 22%

6 Pajak Karbon

Tarif pa jak karbon minima l Rp30.000 per kg 

CO 2e

Proses regulasi

Diimplementasikan pada momentum 

yang tepat selaras dengan pemulihan

ekonomi

20
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TANTANGAN PENCAPAIAN PERPAJAKAN TAHUN 2023 

Perkembangan

ekonomi global, 

geopolitik dunia, dan 

dinamika harga

komoditasEfektivitas

pemberian

insentif

perpajakan

Perubahan 

aktivitas 

ekonomi pasca 

pandemi

Basis perpajakan

masih dapat digali

lebih optimal

Tingkat kepatuhan WP 

terus didorong lebih
optimal

21
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KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN 2023:
Optimalisasi Pendapatan Da lam Rangka Mendukung Transformasi E konomi

Melanjutkan tren
peningkatan pa jak
dengan menjaga
efektivitas
implementasi UU 
HPP

Memberikan insentif
fiskal pada kegiatan
ekonomi strategis
yang mempunya i
multiplier effect yang 
kuat bagi
perekonomian.

Melakukan
penggalian potensi
dengan ekstensifikasi
dan intensifikasi
untuk penguatan
basis pa jak dan 
peningkatan
kepatuhan wajib
pa jak;

'

Melaksanakan
optimalisasi
perpa jakan
mela lui
penguatan
pengawasan dan 
penegakan
hukum.

Upaya meningkatkan

penerimaan perpa jakan

dilakukan dengan tetap

memerhatikan daya
beli masyarakat.

Memastikan pencapaian

target penerimaan

perpajakan dilakukan secara

cermat dan hati-hati agar 

konsolidasi fiska l dengan

defisit APBN maksima l 3 %  

PDB tahun 2023 dapat

berja lan dengan ba ik.

22



KEBIJAKAN PAJAK 2023
Optimalisasi Penerimaan Pa jak Tetap Menjaga Iklim Investasi

23

O ptima lisasi perluasan basis 
pemajakan

Penguatan ekstensifikasi pa jak serta
pengawasan terarah dan berbasis 

kewilayahan

Percepatan reformasi bidang SDM, 
organisasi, proses bisnis dan 

regulasi

Insentif fiska l yang terarah dan 
terukur

▪ Tindak lanjut program pengungkapan sukarela , 

▪ Implementasi NIK sebaga i NPW P

▪ Implementasi penyusunan daftar prioritas

pengawasan

▪ Prioritas pengawasan atas WP high wealth individual 

berserta WP grup dan ekonomi digita l
▪ Persiapan implementasi core tax system

▪ Perluasan kana l pembayaran pa jak

▪ Penegakan hukum yang berkeadilan

▪ Pemanfaatan kegia tan digital forensic

▪ Ditujukan untuk mendorong pertumbuhan 

sektor tertentu dan memberikan kemudahan 

investasi

23
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KEBIJAKAN KEPABEANAN & CUKAI 2023
Mendukung Kemudahan Logistik dan Perlindungan Masyarakat

Pengembangan ekosistem logistik

nasiona l (NLE ) da lam rangka

mendorong efisiensi waktu dan biaya

logistik nasiona l
Harmonisasi kebijakan barang

larangan dan/atau pembatasan

dengan K/L terka it

Ekstensifikasi dan intensifikasi cuka i da lam

rangka mendukung implementasi UU 

Harmonisasi Pera turan Perpa jakan a.l. Cuka i

Produk Plastik dan Cuka i MBDK yang 

diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya

beli masyarakat

Penyelarasan proses bisnis dan 

teknologi informasi da lam rangka

mendorong peningkatan kinerja

organisasi dan kepuasan pengguna jasa . 

Pemberian fasilitasi kepabeanan dan 

cukai yang tepat sasaran mela lui

penguatan dan harmonisasi kebijakan

kawasan berfasilitas, serta penguatan

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) 

Penataan kelembagaan unit pusat dan 

vertika l yang agile dan sesua i kebutuhan

organisasi mela lui pembentukan kantor

baru, penyesua ian tipologi instansi

vertika l, dan pembagian wilayah kerja

Peningkatan efektivitas pengawasan pre-

clearance , clearance , dan post-clearance

(audit) kepabeanan dan cuka i da lam

mendorong peningka tan basis penerimaan

dan kepatuhan pengguna jasa

Optimalisasi kerja sama

internasional di bidang kepabeanan

dan cuka i mela lui partisipasi aktif da lam

forum-forum internasiona l

Penataan manajemen sumber daya

manusia yang lebih transparan, adil, dan 

mendorong kredibilitas organisasi mela lui

pengembangan pola mutasi, pola karier dan 

mana jemen talenta

1

2

3

5

6

7

8

9

4
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TERIMA KASIH

Badan Kebijakan Fiska l, Kementerian Keuangan RI

Gedung R.M. Notohamiprodjo, 

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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